
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

1. Pendapat ulama Muhammadiyah dan Nahd|atul Ulama (NU) di kota 

Banjarmasin tentang harta bersama. 

a. Harta bersama menurut pendapat ulama Muhammadiyah kota 

Banjarmasin. 

- Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh atau didapat 

selama masa perkawinan, tanpa mempermasalahkan jerih payah 

siapa dalam pengumpulan harta tersebut (Informan 1 dan 2). Harta 

bersama adalah harta yang didapat dari hasil kerjasama antara 

suami dan istri di dalam masa perkawinan, baik dalam usaha 

bersama ataupun usaha masing-masing (Informan 3). 

- Dasar hukum atau dalil yang mengatur masalah harta bersama 

adalah QS. An Nisaa’ ayat 32 (Informan 1 dan 2) Pasal 35 ayat (1) 

UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Informan 3). 

- Terbentuknya harta bersama dikarenakan adanya perkawinan 

(Informan 1, 2 dan 3). 



- Apabila terjadi perceraian antara pasangan suami istri, harta 

bersama dibagi dua (Informan 1, 2 dan 3). 

- Apabila salah satu di antara pasangan suami istri meninggal dunia, 

harta bersama dibagi dua terlebih dahulu, setelah itu bagian yang 

meninggal dibagikan sebagai warisan kepada para ahli waris 

(Informan 1, 2 dan 3). 

- Apabila suami melakukan poligami, harta bersama dibagi dua 

tanpa ada pencampuran harta antara istri pertama, kedua dan 

seterusnya (Informan 1, 2 dan 3). 

b. Harta bersama menurut pendapat ulama Nahd|atul Ulama (NU) kota 

Banjarmasin. 

- Harta bersama adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri 

dalam kebersamaan masa perkawinan, meskipun hanya suami 

yang bekerja atau sebaliknya, atau juga suami dan istri sama-sama 

bekerja (Informan 1). Harta bersama adalah harta yang 

dikumpulkan pasangan suami istri  yang sama-sama bekerja 

selama dalam masa perkawinan (Informan 2). Harta bersama 

adalah harta yang diperoleh dari hasil kerjasama usaha antara 

suami dan istri di dalam masa perkawinan (Informan 3). 

- Dasar hukum atau dalil yang mengatur masalah harta bersama 

adalah kaidah ushul fikih tentang adat kebiasaan yang dapat 

dijadikan patokan hukum (Informan 1), perkataan dan perbuatan 



sahabat Rasulullah SAW (Informan 2), qiyas kepada masalah 

syirkah (Informan 3). 

- Terbentuknya harta bersama dikarenakan istri yang turut juga 

bekerja sebagaimana suami (Informan 1, 2 dan 3). 

- Apabila terjadi perceraian antara pasangan suami istri, harta 

bersama dibagi menjadi dua (Informan 1), dibagi secara s}uluh 

atau perdamaian (Informan 2 dan 3). 

- Apabila salah satu di antara pasangan suami istri meninggal dunia, 

harta bersama dibagi menjadi dua terlebih dahulu, kemudian 

bagian salah satu di antara suami atau istri yang meninggal dunia 

dibagikan sebagai warisan kepada ahli waris yang berhak 

(Informan 1), dibagi secara s}uluh atau perdamaian antara hak 

suami dan istri, setelah dibagi bagian hak suami dan istri, maka 

bagian yang meninggal dunia dibagikan sebagai warisan kepada 

para ahli waris yang berhak (Informan 2 dan 3). 

- Apabila suami melakukan poligami, harta bersama dibagi dua 

tanpa ada pencampuran harta antara istri pertama, kedua dan 

seterusnya (Informan 1), dilakukan secara s}uluh atau perdamaian 

tanpa ada pencampuran harta bersama antara suami dengan istri 

pertama, kedua dan seterusnya (Informan 2 dan 3). 

2. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap para ulama 

Muhammadiyah dan Nahd|atul Ulama (NU) di kota Banjarmasin tentang 



harta bersama, terdapat persamaan dan perbedaan pendapat dalam hal 

definisi, dasar hukum, terbentuknya dan pembagian harta bersama. 

B. Saran-Saran 

1. Alangkah baiknya masalah tentang harta bersama dalam pendapat ulama 

Muhammadiyah dan Nahd|atul Ulama (NU) ini agar bisa dikembangkan, 

bukan hanya di kota Banjarmasin, tetapi juga di kota dan daerah lain, 

karena tidak menutup kemungkinan adanya persamaan dan perbedaan 

pendapat ulama Muhammadiyah dan Nahd|atul Ulama (NU) di kota 

Banjarmasin dengan pendapat ulama Muhammadiyah dan Nahd|atul 

Ulama (NU) di kota dan daerah lain. 

2. Dalam menerima suatu pendapat hendaklah kita terlebih dahulu harus 

teliti dan jeli dalam memahaminya. 

3. Penelitian dalam bidang syari’at yang berkaitan dengan harta bersama 

hendaklah semakin ditingkatkan demi kemaslahatan manusia dalam 

menjalani kehidupan berumah tangga agar dapat menciptakan kehidupan 

perkawinan yang sa>kinah, mawaddah war rah}mah. 
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